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Peraturan tentang pemeliharaan daftar-daftar 

CATATAN SIPIL 
bagi beberapa golongan PENDUDUK INDONESIA dari Jawa dan 

Madura yang tidak termasuk rakyat dari sesuatu Swapraja. 
 
(Ordonansi dari tanggal 15 Oktober 1920) Lembaran Negara (L.N.) 20-751 jo. 27-564. (mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 1928). 
 
 
Dengan L.N. 27 - 564, pada ke lima (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928) ditentukan, dengan 
merubah keputusan yang terancam dalam L.N.23 - 526, bahwa wewenang yang diberikan kepada para 
kepada pemerintahan Propinsi (Gewestelijk Bestuur) untuk memberi izin merubah nama dan untuk 
menandatangani akta-aktanya yang diberikan kepada para pegawai tinggi dan pegawai rendah di 
Indonesia yang bekerja pada Pemerintah atau yang telah dipensiun tidak meluas sampai pada pegawai-
pegawai negeri, yang memakai suatu nama keluarga yang disebut dalam suatu akta penerimaan nama 
maupun dalam suatu akta kelahiran. 
 
Upah bagi para pegawai Catatan Sipil lagi bagi penduduk Indonesia dan orang Kristen Indonesia.  
 
Dengan L.N.32 - 461, dirobah dengan L.N.36 - 608, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1937 telah 
ditentukan: 
 
I. Kepala pegawai biasa dan pegawai luar biasa Catatan Sipil dari beberapa golongan penduduk 
Indonesia dan Jawa dan Madura yang tidak termasuk rakyat dari sesuatu Swapraja (Zelfbestuur) dan 
dari Catatan Sipil bagi orang Kristen Indonesia di Jawa dan Madura, di bagian dari residensi 
(residentie) Manado yang dikenal dengan nama Minahasa dan dikewedanaan (orderafdeling) 
Amboina, Saparua dan Banda tanpa pulau-pulau Teoen, Nila dan Serua dari kabupaten (Afdeling) 
Amboina dari residensi (residentie) Maluku diberikan upah dari khas Negeri sebesar f 1,- (satu 
gulden) untuk setiap akta yang dibuat atau didaftarkan o1eh mereka menurut ordonansi dari tanggal 15 
Oktober 1920 (L.N. No. 751) dan yang dari 15 Februari 1933 (L.N. No.75), dengan pengertian, bahwa 
untuk selama satu tahun akta-akta yang dibuat atau didaftarkan di satu kantor tidak akan dibayar lebih 
dari jumlah sebesar f 50,- (lima puluh gulden) untuk akta-akta pernikahan bagi orang-orang Indonesia 
Kristen dan sebesar f 250,- (dua ratus lima puluh gulden) untuk semua akta lainnya seluruhnya. 
 
II. Pembayaran dari upah-upah yang dimaksud dibawah I akan dilakukan tiap-tiap tahun 
sesudahnya daftar-daftar dari Catatan Sipil sesuai dengan ayat 1 dari pasal 15 dari ordonansi dalam 
L.N. 1920 No. 751 atau ayat 1 dari pasal 17 dari yang tersebut dalam L.N. 1933 No.75, telah ditutup. 
Instruksi untuk Inspektur Catatan Sipil Indonesia dalam Tambahan Lembaran (Bijblad) 11545. 
 

BAGIAN PERTAMA 
Dari daftar-daftar catatan sipil pada umumnya 

 
Pasal 1. (1) (Dirubah dengan LN.33-76 jo. 36-607). Di Jawa dan Madura ada daftar-daftar untuk 
pendaftaran kelahiran-kelahiran dan kematian-kematian bagi golongan-golongan yang berikut dari 
orang-orang yang sesungguhnya dinamakan golongan orang Indonesia sejauh mereka tidak menganut 
agama Kristen: 
 



a. orang-orang, yang berhak untuk memakai salah satu dari gelar dan predikat bangsawan 
Indonesia yang diakui, kecuali mereka yang hanya memakai gelar "Mas"; 

b. pegawai-pegawai sipil pemerintah dengan gaji paling sedikit 100.,- sebulan, juga sesudah 
mereka dipensiunkan; 

c. perwira-perwira dari Tentara juga sesudah mereka dipensiunkan; semua orang yang berdasarkan 
keputusan Raja dan tanggal 15 September 1916 No. 26 Indische Staatsregeling (Kontitusi 
Indonesia) 1917 No. orang Eropah; (halaman 384); 

e. turunan dari orang-orang yang tersebut dibawah a,b,c dan d dalam garis turunan laki-laki. 
 
(2) Jika dikehendakinya demikian, maka orang-orang yang tersebut dalam ayat pertama dibawah a 
harus membuktikan hak mereka atas suatu gelar atau predikat bangsawan yang dinyatakan itu, dengan 
memuaskan pegawai catatan sipil. 
 
2. (1) (Dirobah L.N.27 - 563). Daftar-daftar dikerjakan oleh pegawai-pegawai dari Kantor catatan 
sipil, sebagaimana bertindak di daerah-daerah Pemerintah: 
 
a. di kabupaten-kabupaten, dimana ada seorang sekretaris kabupaten bertindak, sekretaris-

sekretaris kabupaten; 
b. di kabupaten-kabupaten, dimana belum ada seorang sekretaris bertindak, mantri-mantri 
kabupaten. 
 
(2) (Dirobah L.N.27 - 563). Daerah jabatan dari para pegawai catatan sipil di daerah-daerah 
Pemerintah meliputi, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 3, seluruh kabupaten di mana mereka 
berada. 
(3) Didaerah-daerah kerjaan ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Propinsi pegawai-pegawai catatan 
sipil dan daerah-daerah kekuasaan mereka ditentukan dengan mengingat, sejauh diperkenankan oleh 
keadaan-keadaan, dasar-dasar dari pasal ini dari dari pasal yang berikutnya (L.N. 28-241, hal 231) 
 
3. (1) (Dirubah L.N. 27-563). Jika menurut pertimbangan dari Kepala Pemerintah Propinsi 
kebutuhan dari sesuatu golongan penduduk memerlukannya, maka Kepala ini dengan surat keputusan 
menunjuk, selain dari pada yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut, pegawai-pegawai negeri lainnya 
lagi sebagai pegawai catatan sipil dan menetapkan daerah-daerah jabatan mereka. 
 
(2) Pegawai-pegawai catatan sipil yang dimaksud dalarn ayat tersebut diatas bertugas di daerah 
jabatan mereka dalam jabatan mereka yang demikian bagi semua golongan penduduk Indonesia, yang 
mempunyai satu catatan sipil dan dengan mengecualikan wewenang dari para pegawai catatan sipil 
yang dimaksud dalam pasal 2. 
 
Kepala-kepala Pemerintah Propinsi dengan surat keputusan akan menunjuk pegawai-pegawai negeri 
yang, kalau pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh kedua pasal yang tersebut di atas untuk sementara 
waktu berhalangan atau karena rintangan yang timbul yang akan bertindak sebagai pegawai-pegawai 
luar biasa Catatan sipil. 
 
(5). Kepala-kepala Pemerintah Propinsi akan mengirimkan salinan-salinan dari surat-surat ketetapan 
yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas. Dan juga contoh-contoh dari tanda tangan pegawai-
pegawai biasa dan luar biasa, kepada panitera pengadilan negeri di dalam daerah hukum mana tempat 
kedudukan dari pegawai-pegawai biasa atau pegawai-pegawai luar biasa dari catatan sipil yang 
bersangkutan terletak, supaya ditaruh dan disimpan disana. 
 
6. Diadakan tiga daftar tersendiri dari catatan sipil, yaitu: (peraturan Catatan Sipil Orang Eropah) 
10 satu daftar kelahiran; 
20 satu daftar penerimaan nama; 



30 satu daftar kematian (Halaman Tarnbahan 11432, model-model) 
 
7. (1) Daftar-daftar. kecuali yang dari penerimaan nama, akan diadakan dalam rangkap dua. (Peraturan 
Catatan Sipil Orang Eropa 7) 
 
(2) Pembuatan akta-akta diadakan dengan cara mengisinya, sesuai dengan petunjuk yang diberikan 
dipinggir ruang-ruang kosong dari formulir-formulir yang di cetak untuk keperluan itu. Dalam hal-hal 
yang termaksud dalam pasal 44 dan 47 maka formulir tersebut seberapa boleh di isi dicatat pada 
pinggir akta itu atas dokumen-dokumen mana dengan cara lain keterangan-keterangan yang tersebut 
dalam formulir itu didasarkan. 
 
(3) Daftar-daftar tersebut diberi formulir-formulir blangko dari daftar-daftar yang diperlukan yang 
ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. 
 
(4) Para pegawai catatan sipil menyelenggarakan pembuatan dari daftar-daftar yang diperlukan tepat 
pada waktunya dibawah pengawasan dari Bupati. 
 
8. (Dirubah L.N. 30-221). Halaman pertama dan terakhir dari daftar-daftar yang diberikan nomor urut 
harus dibubuhi tanda tangan oleh bupati dalam daerah jabatan mana pegawai catatan sipil tersebut 
berkedudukan, sedangkan semua halaman lainnya harus digarap olehnya. 
 
9. Akta-akta dari catatan sipil tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditulis dengan huruf Latin. 
 
10. (1) Para Pegawai catatan sipil diwajibkan untuk memakai formulir-formulir secara berurutan. 
 
(2) Semua yang mungkin dicoret, dituliskan antara dua kata atau di pinggir pada waktu pembuatan 
akta tersebut harus disahkan, dan seperti aktanya sendiri, ditandatangani, dengan pengertian, bahwa 
tidak sesuatupun dapat dinyatakan dengan singkatan atau dengan angka-angka. (Peraturan Catatan 
Sipil Orang Eropa) 
 
(3) Sesudahnya penyelesaian akta tersebut sekali-sekali tidak boleh diadakan perubahan apapun 
kecuali dengan keputusan hakim yang berhubungan dengan hal itu. 
 
11. Pegawai-pegawai catatan sipil tidak dibolehkan untuk, dalam akta-akta yang dibuatnya, baik 
dalam badan akta-akta itu maupun dengan cara catatan pinggir atau sisipan, menyebut sesuatu di luar 
apa yang harus dinyatakan oleh pihak-pihak penghadap menurut ordonansi ini. (Peraturan Catatan 
Sipil Orang, Eropah 70). 
 
12. (1) Dalam akta-akta Catatan Sipil dinyatakan tahun, bulan dan hari pendaftarannya, lagi pula 
sedapat mungkin nama-nama keluarga, nama-nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal baik 
dari pihak-pihak yang menghadap maupun dari para saksi. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropah 77). 
 
(2) (Menurut L.N. 33 - 76jo. 36 - 607) Jika umur tidak diketahui dengan pasti, maka itu diperkirakan 
sebaik mungkin dan hal ini disebut dalam akta. 
 
13. (1) (Dirubah L.N.32 - 42,33 - 76jo.36 - 607). Saksi-saksi yang menghadap pada waktu pembuatan 
akta-akta catatan sipil, dipilih sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan; mereka harus: penduduk 
dari negara Republik Indonesia dan menurut pertimbangan dari pegawai catatan sipil telah mencapai 
usia dua puluh tahun penuh. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropah 13). 
 
(2) Juga anggauta-anggauta keluarga terdekat diizinkan sebagai saksi. 
 



14. (1) Pegawai-pegawai catatan sipil membacakan akta-akta pada pihak pihak penghadap, dan pada 
para saksi. 
 
(2) Bilamana seorang atau lebih dari pihak-pihak yang menghadap atau dari para saksi tidak mengerti 
bahasa Indonesia, maka suatu terjemahan dari akta tersebut diberikan oleh pegawai catatan sipil 
kepada mereka. Jika pegawai untuk itu tidak sanggup untuk memberikannya, maka terjemahan itu 
diberikan oleh seorang juru bahasa. 
 
(3) Setiap akta harus ditandatangani oleh pegawai catatan sipil, pihak-pihak yang menghadap dan para 
saksi. Bilamana satu sama lain dari pihak-pihak atau dan saksi-saksi mungkin tidak dapat 
menandatanganinya, maka sebab dari itu harus disebut dalam akta tersebut. (Peraturan Catatan Sipil 
Orang Eropah 14). 
 
15. (1) Daftar-daftar ditutup o1eh pegawai catatan sipil pada akhir tiap-tiap tahun. 
 
(2) Satu dari rangkap dua dari daftar-daftar tersebut, yang ditahan dalam rangkap dua dalam satu bulan 
sesudah penutupan itu dipindahkan untuk disimpan pada panitera pengadilan atas penyerahan suatu 
bukti penerimaan tertu1is, sedangkan rangkap lainnya tetap berada di kantor pegawai catatan sipil 
untuk disimpan. 
 
(3) Daftar dari penerimaan nama juga tetap berada di kantor pegawai catatan sipil untuk disimpan. 
 
(4) Di tempat-tempat di mana kantor panitera pengadilan negeri dan kantor dari pegawai catatan sipil 
ada dalam gedung yang sama, maka daftar-daftar yang menurut ayat tersebut diatas masuk dalam 
kantor panitera pengadilan itu, segera sesudah pembuatan berita acara, yang dimaksud pada pasal 28, 
ditunjuk oleh Kepala pemerintahan propinsi. Lihat catatan pada pasal 3. 
 
16. Bilamana pada akhir tahun dalam suatu daftar tidak ada akta yang terdaftar, maka daftar itu 
meskipun demikian adanya dikerjakan menurut pasal tersebut diatas. (Peraturan Catatan Sipil Orang 
Eropa 19). 
 
17. Kecuali menurut peraturan-peraturan dari kedua pasal tersebut diatas, maka daftar-daftar dari 
Catatan sipil tersebut tanpa perintah hakim tidak boleh dipindahkan. 
 
(2) Bilamana hakim memerintahkan pemindahan dari daftar-daftar yang sedang dipakai, maka 
pegawai catatan sipil tersebut, sesudah pemberitahuan resmi dari perintah tersebut, diwajibkan untuk 
menyediakan daftar-daftar lanjutan. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 20). 
 
18. (1) (Dirubah dengan L.N. 30 - 221). Setelah pegawai catatan sipil membubuhi cap dan memberi 
paraf pada daftar-daftar lanjutan berdasarkan pasal 8, maka ia menutup daftar-daftar tersebut, yang 
pemindahannya telah diperintahkan, dengan menyebut alasan, apa sebabnya penutupan itu terjadi 
sebelum akhir tahun, untuk setelah itu segera memenuhi perintah hakim tersebut. 
 
(2) Daftar-daftar lanjutan dalam segala hal selalu dianggap sebagai satu keseluruhan dengan daftar-
daftar darimana mereka adalah merupakan kelanjutannya; jadi penutupan pada akhir tahun dibuat pula 
seolah-olah hanya ada satu daftar. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 22). 
 
19. Bilamana urusan, untuk keperluan mana daftar-daftar tersebut dipakai telah selesai, maka daftar-
daftar tersebut akan dipindahkan dalam tempat-tempat simpanannya yang ditunjuk dalam pasal 15. 
(Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 22) 
 



20. (1) (Dirubah dengan LN. 30-221 ). Jika dapat diduga, bahwa daftar-daftar yang sedang dipakai 
tidak memberi ruangan yang cukup untuk mendaftarkan akta-akta yang masih diharapkan selama 
tahun yang berjalan, maka pegawai catatan sipil berkewajiban untuk pada waktu yang tepat 
menyediakan daftar-daftar lanjutan, dan daftar-daftar lanjutan ini menurut pasal 8 minta dibubuhi cap 
dan paraf. 
 
(2) Ayat kedua dari pasal 18 berlaku pula bagi daftar-daftar lanjutan ini. (Peraturan Catatan Sipil 
Orang Eropa 23). 
 
21. Surat-surat kuasa dan dokumen-dokumen lainnya, yang ditambahkan pada akta-akta kelahiran dan 
kematian, tetap dicanturnkan pada daftar-daftar yang dipindahkan ke, kantor panitera pengadilan 
negeri tersebut. 
 
22. (1) Setiap orang adalah berwewenang untuk meminta pada para penyimpan dari daftar-daftar 
catatan sipil untuk memberikannya kutipan-kutipan dari daftar-daftar itu, seperti juga salinan-salinan 
dari surat-surat kuasa dan dokumen-dokumen lainnya yang tercantumkan pada akta-akta tersebut. 
Kutipan-kutipan tersebut, bilamana itu sesuai dengan daftar-daftar tersebut, layak untuk dipercayai 
hingga pada saat waktu lama kepalsuannya dapat dibuktikan baik melalui jalan tuntutan hukum 
maupun dengan jalan yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan hukum dari hukum acara perdata. 
Pengesahan dari tanda tangan dari penyimpan daftar-daftar catatan sipil tersebut atas surat-surat yang 
dikeluarkan olehnya dilakukan, jika itu diminta atau diinginkan oleh yang berkepentingan oleh ketua 
pengadilan negeri. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 25). 
 
(2) (Ditambah L.N.33 - 327 juncto 338). Salinan-salinan dari dan kutipan-kutipan dari surat-surat 
kuasa dan surat-surat lainnya yang tercantum pada akta-akta yang dikeluarkan untuk keperluan dinas 
umum adalah bebas dari meterai. 
 
23. (1) Bilamana pada pinggir dari suatu yang telah terdaftar harus disebutkan tentang sesuatu akta 
yang lain, yang berhubungan dengan catatan sipil atau diatasnya dibubuhi suatu catatan lain, maka hal 
tersebut akan dilakukan oleh pegawai catatan sipil dalam daftar-daftar yang sedang dipakai atau dalam 
daftar-daftar yang tersimpan di kantornya, dan oleh panitera pengadilan negeri dalam daftar-daftar 
yang, telah dipindahkan di kantor panitera pengadilan negeri. 
 
(2) Catatan-catatan ini ditandatangani oleh Pegawai catatan sipil atau oleh panitera pengadilan dengan 
menyebutkan hari pembubuhannya. 
 
(3) Penyelenggaraan dari suatu pendaftaran yang seragam dibebankan pada Kepala Pemerintahan 
propinsi, kepada siapa pegawai dari catatan sipil atau panitera dari pengadilan negeri itu, dalam waktu 
sepuluh hari sesudah pencatatan itu, mengirimkan salinannya kata demi kata (Lihat catatan pasal 3). 
 
(4) Tidak boleh diberikan kutipan-kutipan dari daftar-daftar catatan sipil surat-surat tersebut, kecuali 
jika padanya ditambahkan catatan-catatan, yang ada pada pinggir kita tersebut. (Peraturan Catatan 
Sipil Orang Eropah 26). 
 
24. (1) Orang dapat membuktikan baik dengan saksi-saksi maupun dengan surat-surat yang 
bersangkutan, bahwa daftar-daftar dari catatan sipil tidak pernah ada, atau telah hilang atau bahwa 
suatu akta yang terdaftar padanya tidak ada. 
 
(2) Dalam hal pemalsuan, perubahan, perobekan, pembinasaan. atau penggelapan dari suatu akta dari 
catatan sipil, maka keputusan hakim dengan mana kejahatan tersebut telah terbukti, memberi suatu 
dengan hukum dari pemalsuan, perobekan, pembinasaan atau pengggelapan itu (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia 1918, 1921 dan berikutnya; (Catatan Sipil 27). 



 
25. Akta-akta dari catatan sipil dan catatan-catatan, yang harus dilakukan dalam daftar-daftar 
didaftarkan dengan cuma-curna. (Catatan Sipil 81 ). 
 
26. (Dirubah dengan L.N.33 - 327). (1) Untuk pemberian kutipan-kutipan dari daftar-daftar catatan 
sipil diharuskan membayar bea tujuh puluh lima sen. 
 
(2) Kutipan-kutipan dari daftar-daftar catatan sipil diberikan dengan cuma-cuma: 
a. untuk kepentingan dinas umum; 
b. kepada orang-orang yang tidak mampu, asal ketidakmampuan tersebut ternyata dari suatu surat 

keterangan, di daerah-daerah tanah seberang dari kepala pemerintahan setempat dan di Jawa dan 
Madura dari bupati, atau dari seorang pegawai yang ditunjuk oleh mereka untuk memberikan 
keterangan-keterangan seperti itu dan tentang ketidakmampuan tersebut diberitakan dalam surat-
surat tersebut (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 33). 

 
BAGIAN KEDUA 

Tentang tanggung jawab dari para pegawai dan penyimpan lainnya 
dari Catatan Sipil. 

 
27. Pegawai catatan sipil dan penyimpan-penyimpan lainnya, setiap pegawai sepanjang yang 
mengenai pekerjaannya, bertanggungjawab atas pemeliharaan dan penyimpan dengan baik dari daftar-
daftar tersebut. Setiap perubahan, setiap pemalsuan dalam akta-akta, setiap pendaftaran di atas suatu 
lembaran yang lepas, lagi pula semua pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dari 
peraturan ini, dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari orang-
orang yang bersangkutan. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 33). 
 
28. (1) Para Jaksa pada Pengadilan-Pengadilan negeri diwajibkan untuk menyelidiki daftar-daftar dan 
dokumen-dokumen yang tercantum padanya yang dipindahkan ke kantor panitera pengadilan, dan dari 
hasil penyelidikan mereka itu dalam tempo enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahun, membuat 
berita acara. Mereka berwewenang, untuk memeriksa rangkap-rangkapnya, yang tidak berada di 
kantor penitera pengadilan, tetapi tanpa boleh memindahkan atau menyuruh memindahkan ini. 
 
(2) Salinan-salinan yang dibubuhi tanda pengenal dari berita-berita acara yang dimaksudkan dalam 
pasal ini dikirim dalam waktu delapan hari sesudah pembuatannya oleh para pembuat berita acara 
kepada Kepala pemerintahan propinsi. (Peraturan Catatan Sipil Eropah 29). Lihat catatan pasal 3. 
 

BAGIAN KETIGA 
Dari akta-akta kelahiran 

 
29. (Dirubah dengan L.N.33 - 76 jo, 36 - 607). 
(1) Kecuali yang ditetapkan dalam pasal 37 maka pemberitahuan dari Kelahiran harus dilakukan 
selambat-lambatnya pada hari kesepuluh setelah hari kelahiran itu, hari-hari Minggu dan hari-hari 
yang dipersamakan dengan hari Minggu tidak turut dihitung, dengan dihadiri oleh dua saksi harus 
dilakukan pada pegawai catatan sipil dalam wilayah jabatan mana anak tersebut dilahirkan. 
 
(2) Dengan hari Minggu, maka dalam hal ini dipersamakan hari tahun baru Eropa, hari-hari Paskah 
kedua dan Pantekosta Kristen kedua hari Natal, Hari Miraj Almasehi, Hari Miraj Nabi Muhammad, 
dua hari pada permulaan bulan Syawal menurut penanggalan Arab (Idul Fitri, Garebeg Puasa, lebaran 
Puasa), Garabeg Besar (Lebaran haji, Hari Asyura dan Garabeg Maulud). 
 
(3) Bilamana tempat kelahiran itu ada terpisah o1eh laut dari kantor pegawai catatan sipil maka 
pemberitahuan dapat dilakukan kemudian pula. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 37). 



 
30. Dalam hal ada gangguan dalam masyarakat yang ada antara tempat kelahiran itu dan kantor dari 
pegawai catatan sipil, dan pemberitahuan kepada pegawai itu dalam jangka waktu seperti yang 
ditetapkan dalam pasal yang tersebut diatas tidak mungkin, maka jangka waktu itu dihitung mulai 
berjalan dari saat masyarakat tersebut menjadi pulih kembali. 
 
3 1. (1) Pegawai tersebut akan membuat suatu akta dari pemberitahuan yang dilakukan kepadanya, 
meskipun jangka waktu yang ditetapkan untuk itu telah lewat. 
 
(2) Akan tetapi jika pemberitahuan tersebut dibuat sesudah dua bulan setelah kelahiran itu, maka tidak 
dibuat suatu akta, tidak perduli apakah untuk pemberitahuan tersebut telah ditetapkan suatu jangka 
waktu yang tertentu atau tidak. 
 
(3) Pegawai tersebut berwewenang untuk, sebelum mulai membuat akta tersebut, pergi ketempat 
kelahiran tersebut dan meminta supaya anak tersebut dipelihara kepadanya. 
 
32. (Dirubah dengan L.N. 26-513). (1) Pemberitahuan tentang kelahiran dari seorang anak harus 
dilakukan o1eh ayahnya, bidan, dukun beranak atau orang-orang lain, yang hadir pada waktu 
kelahiran tersebut, atau bilamana ibu tersebut melahirkan di luar rumahnya, oleh orang di rumah mana 
anak tersebut dilahirkan. 
 
(2) Jika kelahiran tersebut terjadi di rumah sakit atau dalam rumah penjara, maka pemberitahuan 
tersebut harus, dengan tidak ada ayahnya, atau karena berhalangan, dilakukan oleh Kepala atau 
seorang dari pembantu-pembantu dari lembaga itu. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 39). 
 
33. (1) Akta kelahiran: 
10  tahun, bulan, hari. jam dan tempat kelahiran. 
20 kelamin dari anak tersebut dan nama kecil yang diberikan kepadanya. 
30 nama-nama keluarga, nama-nama kecil, pekerjaan dan tempat dari orang tua. 
40 nama-nama keluarga, nama-nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal dari para pelapor 

dan saksi-saksi 
50 pemberitahuan apakah anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang, syah atau tidak. 
 
(2) Waktu pemberitahuan tahun, bulan dan hari maka dipergunakan penanggalan Eropa (Perhitungan 
waktu Gregorian). (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 40). 
 
34. (1) Bilamana anak tersebut dilahirkan diluar nikah, maka nama dari ayahnya tidak boleh 
disebutkan dalam akta tersebut, seolah-olah dia, bilamana hukum yang berlaku baginya mengenal 
suatu pengakuan anak-anak alamiah, telah mengakui anak tersebut sesuai dengan hukum itu. 
 
(2) Pemberitahuan oleh ayahnya dianggap sebagai suatu pengakuan, jika hal ini sesuai dengan hukum 
yang berlaku baginya (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 41) 
 
35. Bilamana pengakuan dari seorang anak alamiah diadakan sesudah pembuatan dari akta 
kelahirannya sendiri, maka pegawai dari catatan sipil tersebut, bila dia diberitahukan tentang 
pengakuan tersebut, segera tentang hal itu menyebutnya pada pinggir akta kelahiran tersebut. 
(Peraturan Catatan Sipil Orang Eropah 53). 
 
36. Jika suatu pengesahan dari seorang anak alamiah telah berlangsung sesuai dengan hukum yang 
berlaku bagi orang tuanya, maka pengesahan itu atas permintaan dari orang-orang yang bersangkutan 
disebut pada pinggir akta kelahiran tersebut.(Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 53). 
 



37. (Dirubah dengan L.N. 33 - 76 jo. 36 - 607). Untuk kelahiran diluar daerah untuk mana ordonansi 
ini berlaku dari seorang anak, yang orang tuanya bertempat tinggal dalam daerah tersebut, harus 
diberitahukan dalam waktu dua bulan kepada pegawai catatan sipil dalam daerah jabatan mana orang 
tuanya bertempat tinggal. 
 

BAGIAN KEEMPAT 
Dari Nama-nama 

(L.N.17 - 12, pasal 3,10 dan berikutnya halaman 175) 
 
38. Jika ayah, atau jika mengenai anak alamiah yang tidak diakui oleh ayahnya ibu dari anak akta 
kelahirannya harus dibuat tidak mempunyai nama keluarga yang tetap, maka ayah atau ibunya untuk 
pemberitahuan tersebut harus mengambil nama sedemikian, yang didaftarkan dalam daftar penerimaan 
nama. 
 
2) Dari penerimaan nama tersebut pegawai catatan sipil diberitakan oleh orang yang telah 
memberitahukan kelahiran tersebut, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang sama seperti yang 
menghadap pada pemberitahuan kelahiran. 
 
39. Pegawai catatan sipil menyakinkan dirinya jika perlu bahwa nama yang diberikan oleh ayah atau 
ibunya itu adalah nama yang dikehendaki mereka. 
 
40. (1) Gubernur Jenderal berwewenang melarang pancatatan pendaftaran dari nama-nama kecil atau 
nama-nama keluarga, oleh sebab nama-nama ini menurut pengertian Indonesia menunjukkan suatu 
pangkat atau gelar, atau ada berhubungan dengan sesuatu pangkat atau gelar, karena alasan-alasan 
yang penting lainnya. 
 
(2) Jika pegawai catatan sipil berpendapat, bahwa ada alasan untuk menerapkan ketentuan dari ayat 
tersebut diatas, maka dengan seketika hal itu memberitahukannya kepada bupati, yang berkuasa untuk 
memerintahkan pegawai tersebut untuk tidak melakukan pembuatan akta penerimaan nama atau akta 
kelahiran tersebut sampai hal itu telah diputuskan oleh Gubernur Jenderal. 
 
(3) Dalam hal ini ia mengirimkan surat-surat tersebut kepada Kepala pemerintahan propinsi yang 
memohon keputusan dari Gubemur Jenderal. (Lihat Catatan pasal 3). 
 
(4) Para bupati tidak dibolehkan menerima nama-nama keluarga tanpa izin dari Gubernur Jenderal. 
 
41. (1) Nama-nama keluarga yang disebut dalam sebuah akta penerimaan nama maupun dalam suatu 
akta kelahiran, tidak boleh dirubah kecuali berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Jenderal 
(lembaran tambahan L.N. 13421 .) 
 
(2) Perubahan tersebut jika perlu dicatat dalam daftar nama dan dalam akta-akta kelahiran dari 
pemohon dan anak-anaknya yang dibawah umur. 
 
(3) Perubahan nama-nama keluarga tidak diberikan atas permohonan dari orang-orang dibawah umur, 
pula tidak demi kepentingan orang-orang di bawah umur. 
 
(4) Perubahan nama kecil diberitahukan oleh yang bersangkutan, jika orang ini ada di bawah umur, 
maka untuk keperluan itu ia dibantu oleh walinya menurut undang-undang, kepada pegawai catatan 
sipil dengan syarat-syarat yang sama seperti yang di beritahukan dalam ketiga ayat yang pertama dari 
pasal tersebut diatas, disebut di pinggir akta kelahiran dari orang yang bersangkutan. (L.N. 27-563, 
kelima, di bawah kepala dari peraturan ini.) 
 



BAGIAN KELIMA 
Tentang akta kematian 

 
42. (1) Pemberitahuan tentang kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari kesepuluh 
sesudah kematian itu tidak terhitung hari-hari Minggu dan hari-hari yang disamakan dengan itu, 
kepada pegawai catatan sipil dalam wilayah jabatan mana orang tersebut ada meninggal. 
 
Ayat kedua dari pasal 29 berlaku untuk keperluan ini. Pegawai tersebut atas keterangan dari pelapur 
dan dari seorang saksi akan membuat akta kematian; dia berwenang, jika dianggapnya perlu, untuk 
meyakinkan dirinya sebelumnya tentang kematian tersebut. 
 
(2) Ayat ketiga dari pasal 29, pasal 30 dan ayat pertama dan kedua dan pasal 31 sama diberlakukan. 
(Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 65) 
 
43. (Dirubah dengan L.N.26 - 513). Yang diwajibkan untuk melaporkan kematian tersebut adalah 
penghuni-penghuni yang dewasa dari rumah dimana orang yang mati tersebut meninggal dunia dan 
jika penghuni-penghuni tersebut tidak ada atau berhalangan demikian pula jika kematian tersebut tidak 
terjadi dalam sebuah rumah, maka kepala desa atau kampung dan, dimana tidak ada kepala kampung, 
oleh kepala rukun wilayah (wijkmeester). 
 
44. (Ditambah dengan L.N.33 - 76 sehubungan dengan 36 - 607). Bilamana ternyata, bahwa orang 
yang meninggal dunia itu pernah mempunyai tempat tinggalnya dalam wilayah, untuk mana ordonansi 
ini berlaku, maka pegawai catatan sipil yang menerima pemberitahuan tersebut, memberikan suatu 
kutipan dari daftar yang memuat akta kematian itu kepada kepala pegawai catatan sipil dari tempat 
tinggal yang dikenal terakhir dari orang yang meninggal dari daerah itu, agar supaya hak itu juga 
didaftarkan dalam daftar-daftar yang ada di sana. Akta yang terdaftar secara demikian hanya 
ditandatangani oleh pegawai catatan sipil tersebut. Kutipan yang diterima dikerjakan menurut 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada pasal 21 (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 65). 
 
45. (1) Akta kematian memuat: 
10  nama keluarga, nama-nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal dari orang yang meninggal 

dunia, demikian pula hari jam dari kematiannya. 
20  nama keluarga dan nama-nama kecil dari suami atau suami-suami, jika yang meninggal beristeri 

(bersuami), maupun duda atau janda, 
30  nama keluarga, nama-nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal dari pelapur (yang 

memberitahukan), dan demikian pula saksinya, dan bilamana mereka merupakan kaum keluarga 
atau sanak saudara, tingkat kekeluargaannya. 

 
(2). Akta kematian tersebut memuat selain daripada itu, sedapat mungkin, nama-nama keluarga, nama-
nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal dari orang-orang tua yang meninggal, demikian pula tempat 
kelahirannya. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 67). 
 
46. (1) Pegawai catatan sipil tidak boleh membuat akta kematian dari seorang anak, yang belum hidup 
selama tiga hari penuh, kecuali ternyata baginya, bahwa dari kelahiran anak tersebut telah dibuat 
sesuatu akta. 
 
(2) Jika hal ini tidak ternyata, maka pegawai catatan sipil tersebut, kepada siapa pemberitahuan 
tersebut diberikan, tidak boleh menyebutkan dalam suatu akta, bahwa anak tersebut telah meninggal 
dunia, tetapi hanya ia dilaporkan sebagai dalam keadaan seperti itu, dalam keragu-raguannya tentang 
kebenaran dari pemberitahuan tersebut, menurut bahwa anak tersebut diperlihatkan padanya. Lain dari 
pada itu ia akan menerima keterangan dari pelapor dan saksi mengenai nama-nama keluarga, nama-



nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal dari orang tua dari anak tersebut, dengan menyebutkan tahun 
dan bulan, dalam mana, dan hari dan jam, waktu mana anak tersebut dilahirkan. 
 
(3) Akta tersebut akan didaftarkan, menurut tanggalnya, dalam daftar kematian, tanpa dengan itu 
kurang lebih diputuskan, apakah anak tersebut telah dilahirkan dalam keadaan hidup atau mati. 
(Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 68). 
 
47. (Dirubah dengan L.N. 33-76 sehubungan dengan 36-607). Bilamana suatu kematian telah terjadi di 
rumah sakit umum atau militer, maupun suatu jenazah dimasukkan dalam lembaga seperti itu sebelum 
itu dimakamkan, maka kepala pengurus juga seorang dari dokter-dokter atau dari pegawai-pegawai 
kesehatan yang bertugas, dalam hal itu berkewajiban dalam jika waktu dua puluh empat jam untuk 
menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis, yang disusun menurut suatu formulir yang tertentu, 
kepada pegawai catatan sipil yang membuat suatu akta kematian. Akta tersebut hanya ditandatangani 
oleh pegawai catatan sipil tersebut. Pemberitahuan yang diterima itu dikerjakan menurut ketentuan 
yang ditetapkan pada pasal 21. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 71, Lembaran tambahan 11432, 
model). 
 
48. Dalam hal kematian oleh kekerasan, pelaksanaan hukuman mati dari seorang narapidana, atau dari 
kematian dalam rumah penjara, maka tentang keadaan-keadaan itu o1eh pegawai catatan sipil tidak 
diterangkan dalam akta tersebut. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 75). 
 
48a. (Menurut L.N. 46-136). Bilamana terbukti, bahwa daftar-daftar dari kematian tidak pernah ada, 
bahwa daftar-daftar tersebut telah hilang, bahwa sesuatu akta yang terdaftar disitu tidak ada, atau 
bahwa keadaan-keadaan yang khusus telah menghalangi pendaftaran dari akta kematian tersebut, 
maka kematian itu dapat dibuktikan dengan saksi-saksi maupun dengan surat-surat. 
 

BAGIAN KEENAM 
Tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang 

tambahannya 
 
49. Bilamana dalam wilayah untuk mana ordonansi ini berlaku tidak pernah ada daftar-daftar, atau 
daftar-daftar itu telah hilang, dipalsukan, dirubah, disobek, dibinasakan, digelapkan, atau dirusak, 
bilamana akta-akta pada daftar-daftar itu tidak ada, atau bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu 
telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka 
hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. (Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 13). 
 
50. Permohonan untuk itu hanya dapat disampaikan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum 
mana daftar-daftar tersebut berada atau yang seharusnya dipelihara, yang tanpa diperbolehkan naik 
banding, dan, bilamana untuk itu ada alasan-alasan dan sesudahnya mendengarkan pihak-pihak yang 
berkepentingan, oleh karena itu akan memberikan keputusannya. (Buku Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia 14). 
 
51. Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohonkannya, atau untuk 
kesempatan itu telah dipanggil. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 15). 
 
52. Semua keputusan untuk perbaikan dari atau untuk tambahan atas akta-akta yang didaftarkan oleh 
pegawai catatan sipil tersebut, seketika menunjukkan, disebutkan tentang hal itu di dalam daftar-daftar 
yang sedang dipakai dan, dalam hal perbaikan di pinggir dari akta yang diperbaiki tersebut, sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan ini. (Kitab Undang-Undang Buku Perdata Indonesia 16). 
 

Aturan-aturan terakhir 



 
53. Di bawah pimpinan dari Kepala Pemerintahan Propinsi, maka para bupati dibebani dengan 
pengawasan atas para pegawai-pegawai catatan sipil dalam wilayah jabatan mereka. (Lihat catatan 
pasal 3). 
 
4. (Dirubah dengan L.N.27 - 563). Dimana dalam peraturan ini diberikan kekuasaan-kekuasaan atau 
kewajiban-kewajiban pada bupati, maka hal ini di daerah-daerah Kerajaan (Vonstenlanden) dilakukan 
atau ditunaikan oleh Kepala Pemerintahan Setempat. 
 
55. Jika menurut ketentuan-ketentuan dari peraturan ini dalam suatu akta harus disebutkan nama-nama 
keluarga dan nama-nama kecil dan seorang dan orang ini mempunyai nama-nama seperti itu, maka 
disebutkan nama dengan mana ia dikenal. 
 
Peraturan ini mulai berlaku pada saat yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal. (L.N.27 - 564: 1 
Januari 1928). 


